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Abstract

This article discusses the shift in Turkey’s foreign policy regarding
the repatriation of Syrian refugees to their home country. Since 2011,
Turkey has hosted the largest number of refugees in the world, initially
implementing an open-door policy. However, in 2019, this policy shifted
towards refugee repatriation. This study analyzes this policy change
using the Foreign Policy Change approach by Spyros Blavoukos and
Dimitris Bourantonis, considering both domestic and international
structural parameters. The research employs a qualitative methodology
with a descriptive approach. The findings indicate that Turkey’s policy
shift was driven by domestic factors—including social, economic, and
political aspects—as well as international factors, such as the strained
relations between Turkey and the European Union and the impact of
U.S. dollar inflation on Turkey’s economy and the living conditions of
refugees.
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Abstrak

Artikel ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait
repatriasi pengungsi Suriah ke negara asal mereka. Sejak 2011, Turki
menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia, yang
awalnya menerapkan kebijakan pintu terbuka. Namun, pada 2019,
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kebijakan tersebut bergeser menuju repatriasi pengungsi. Penelitian
ini menganalisis perubahan tersebut menggunakan pendekatan
Perubahan Kebijakan Luar Negeri dari Spyros Blavoukos dan Dimitris
Bourantonis, dengan mempertimbangkan parameter struktural domestik
dan internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan
kebijakan Turki dipengaruhi oleh faktor domestik—termasuk aspek
sosial, ekonomi, dan politik—dan faktor internasional seperti dinamika
hubungan Turki-Uni Eropa yang penuh ketegangan dan dampak inflasi
dolar AS terhadap perekonomian Turki dan kondisi pengungsi.

Kata-kata Kunci

Perubahan kebijakan luar negeri, Turki, repatriasi, pengungsi Suriah

Pendahuluan

Turki sedang mengalami krisis pengungsi karena masuknya pengungsi terus
meningkat sejak tahun 2011. Masuknya pengungsi ke Turki disebabkan
oleh letak geografisnya yang cukup strategis bagi para pengungsi sebagai
jalur alternatif menuju negara-negara Eropa. Turki juga merupakan
negara yang telah menyetujui Konvensi Jenewa 1951 atau disebut sebagai
“Convention Relating to the Status of Refugees”. Perjanjian tersebut
berisi tentang penegakan hak asasi manusia dan peraturan yang mengatur
suatu negara yang menyetujui perjanjian tersebut untuk menegakkan
hak asasi manusia seorang pengungsi agar diberikan perlindungan yang
layak. Selain itu, partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) berperan bagi
masuknya pengungsi di mana mereka sangat mempengaruhi pemerintahan
Turki dengan membawa perbaikan dari segi sosial, ekonomi dan politik
(Rofii 2018). Partai AKP berupaya membawa politik Turki untuk dapat
bergabung dengan Uni Eropa. Salah satu syarat untuk dapat menjadi
anggota Uni Eropa adalah suatu negara harus demokratis dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Turki memiliki kewajiban
untuk menerima para pengungsi yang melarikan diri dari Suriah, dengan
menerapkan kebijakan yang dibuat oleh partai AKP tentang kebijakan
‘Pintu Terbuka’ bagi para pengungsi Suriah (Syukran and Ubaidullah
2019). Akibatnya, banyak pengungsi yang masuk ke wilayah Turki untuk
mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik.
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Pengungsi di Turki terbagi menjadi dua macam. Pertama, pengungsi
yang hanya menetap untuk mendapatkan perlindungan suaka sementara
dan nantinya akan meninggalkan tersebut apabila kondisi di negara
asalnya sudah lebih stabil dan aman. Kedua, pengungsi yang datang
ke Turki sebagai tempat transit untuk melanjutkan perjalanan mereka
ke negara-negara Eropa atau Asia (Rosyana and Dermawan 2020).
Perbedaan pengungsi tersebut didasarkan pada evolusi kebijakan Turki.
Sesuai dengan dasar kebijakan Turki terhadap pengungsi, terdapat kriteria
dalam menentukan batas suaka di wilayahnya sesuai dengan undang-
undang pemukiman Turki tahun 1934, konvensi pengungsi tahun 1951,
undang-undang suaka dan regulasi tahun 1994. Namun, kebijakan Turki
tersebut menyebabkan banyaknya pengungsi yang masuk ke Turki dengan
gelombang yang melambung tinggi dari tahun ke tahun (Tumen 2023).

Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Turki mendapat
respon negatif dari penduduk lokal Turki karena peningkatan jumlah
penduduk tersebut telah mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan
angka kriminalitas serta pengangguran. Hal ini mengakibatkan penduduk
lokal menolak kehadiran para pengungsi (anti pengungsi). Selain itu,
krisis mata uang dan utang nasional pada tahun 2018 menyebabkan
terjadinya inflasi. Berdasarkan data terakhir yang berhasil dihimpun
oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada
tahun 2019, jumlah pengungsi di Turki mencapai sekitar 3.691.333 orang
yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Turki
(UNHCR 2019). Kebijakan yang dilakukan oleh Turki dalam melindungi
para pengungsi meliputi bidang pelayanan nasional berupa berbagai
fasilitas kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan berbagai pelayanan
sosial lainnya. Para pengungsi yang datang ke Turki memiliki berbagai
implikasi bagi negara, banyaknya jumlah pengungsi di Turki menimbulkan
permasalahan bagi negara dalam bidang ekonomi politik dan keamanan.
Pada sektor ekonomi, Turki mengeluarkan dana sebesar 4,5 miliar dolar
untuk penanganan pengungsi bagi 2,7 juta orang. Krisis pengungsi Suriah
memengaruhi kebijakan negara Turki karena dianggap sebagai beban
negara karena menampung terlalu banyak pengungsi. Berbagai implikasi
negara yang dirasakan Turki pada tahun 2019 mengakibatkan perubahan
kebijakan pengungsi untuk mengatasi krisis pengungsi yang sedang
berlangsung (Izzatinnisa 2022).
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Karena itu, pada 2019, pemerintah Turki menerapkan kebijakan
repatriasi, yakni pemulangan pengungsi Suriah ke negara asal mereka
yang dimulai sejak bulan Agustus di tahun itu. Isu ini menarik untuk dikaji
untuk melihat lebih dalam pengaruh perubahan kebijakan luar negeri Turki
soal pengungsi ini yang berubah dari akomodatif ke kontradiktif.

Kajian mengenai kebijakan Turki terhadap pengungsi telah banyak
dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Rosyana dan Dermawan
(2020) dalam studi mereka yang berjudul “Geopolitik dalam Studi
Perbatasan Suriah-Turki: Studi Kasus Serangan Rojava 2019” menyoroti
bahwa kedatangan pengungsi merupakan konsekuensi dari kebijakan yang
dibuat oleh Turki sendiri. Kebijakan ini digunakan untuk membangun citra
Neo-Ottoman sebagai pelindung ‘saudara Muslim,” yang menunjukkan
bagaimana politik identitas berperan dalam kebijakan luar negeri Turki.

Sementara itu, Delfira (2019) dalam penelitian berjudul “Analisis
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Imigran” mengkaji
kebijakan luar negeri Turki terkait perizinan imigran, khususnya dalam
kerangka The Law on Foreigners and International Protection (LFIP).
Undang-undang ini mengatur aspek perizinan bagi pengungsi agar mereka
dapat memperoleh perlindungan di Turki.

Dari perspektif kepentingan nasional, Syukran dan Ubaidullah (2019)
dalam penelitian mereka yang berjudul “Dampak Kebijakan Pintu Terbuka
(Open Door Policy) Turki bagi Pengungsi Suriah terhadap Kepentingan
Nasional Turki Tahun 2011-2016” membahas implikasi kebijakan
pintu terbuka terhadap ekonomi, politik, dan sosial di Turki. Studi ini
menunjukkan bahwa biaya besar yang dikeluarkan untuk menampung
pengungsi berdampak pada kestabilan ekonomi yang tidak menentu serta
menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Selain itu, Ulfah (2022) dalam penelitian berjudul “Faktor-Faktor
Kegagalan Kerja Sama Uni Eropa (EU) dan Turki dalam Menangani Krisis
Pengungsi di Benua Eropa” menyoroti dinamika kerja sama antara Turki
dan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi melalui Joint Action
Plan. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa kesalahpahaman serta
ketidakkonsistenan dalam memenuhi kesepakatan menjadi faktor utama
kegagalan kerja sama. Benturan kepentingan nasional antara kedua pihak
turut memperburuk situasi, menyebabkan kebuntuan dalam implementasi
kebijakan perlindungan pengungsi.
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Dalam kajian yang lebih luas mengenai hubungan Turki dan Uni
Eropa, Sholihin dan Alfan (2021) dalam penelitian berjudul “Bumerang
Kerja Sama EU-Turkey Joint Action Plan dalam Penanganan Krisis
Pengungsi bagi Turki” membahas bagaimana tata kelola pengungsi Suriah
di Turki menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri negara tersebut.
Turki, yang awalnya menerapkan kebijakan open door policy dengan
dukungan bantuan dari Uni Eropa, justru menghadapi beban besar dalam
menampung dan memfasilitasi pengungsi. Studi ini menyoroti bagaimana
Turki memanfaatkan pengungsi sebagai alat diplomasi untuk menekan
Uni Eropa, tetapi pada akhirnya kebijakan ini menjadi bumerang yang
membebani negara tersebut secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, penelitian ini
menawarkan perspektif yang berbeda dengan fokus pada analisis lebih rinci
terhadap faktor domestik dan internasional yang memengaruhi perubahan
kebijakan luar negeri Turki. Jika sebelumnya kebijakan Turki terhadap
pengungsi bersifat akomodatif, penelitian ini menyoroti bagaimana
kebijakan tersebut bertransformasi menjadi lebih restriktif. Selain itu,
penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana Turki telah melaksanakan
kebijakan repatriasi pengungsi sebagai bagian dari strategi politik dan
kebijakan luar negerinya.

Masuknya Pengungsi ke Turki

Kehadiran pengungsi di Turki disebabkan oleh kebijakan Turki yang
menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan, selain Turki juga merupakan
salah satu jalur utama menuju Eropa dan Asia sehingga kondisi geografisnya
cukup strategis bagi para pengungsi Suriah. Banyak pengungsi yang masuk
ke Turki karena melihat Turki telah membuat kebijakan terbuka bagi para
pengungsi yang tertuang dalam landasan hukum kebijakan Turki terhadap
pengungsi (Roynanda 2019). Dalam kebijakan terhadap pengungsi
tersebut, pada awalnya disebutkan bahwa parameter bagi para pengungsi
yang dapat menerima suaka Turki hanyalah para pengungsi yang memiliki
ras yang sama. Namun, dengan adanya konvensi tahun 1951 yang telah
disetujui oleh Turki membuat parameter kebijakan pengungsi tersebut
ditambahkan dari segi geografi dan aspek kemanusiaan. Pemerintah Turki
telah berjanji untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan
yang dibutuhkan para pengungsi Suriah. Selain itu, mereka bekerja sama
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dengan berbagai lembaga internasional seperti UNHCR untuk memantau
kamp-kamp pengungsian dan menyediakan layanan vital seperti
perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Makovsky 2019). Namun,
para pengungsi Suriah di Turki kerap kali menghadapi permasalahan yang
tidak mengenakkan. Mereka kerap mengalami diskriminasi, kesulitan
mendapatkan pekerjaan formal, dan ketidakpastian status hukum mereka.
Meskipun demikian, perekonomian dan budaya Turki berkembang berkat
banyaknya pengungsi Suriah.

[Data Jumlah Pengungsi di Turki Tahun 2011-2024]
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Grafik 1 Jumlah Pengungsi di Turki Tahun 2011-2024
Sumber: UNHCR

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1, pada tahun 2011 jumlah pengungsi
yang memasuki Turki masih relatif rendah, sebanyak sekitar 99.500
orang, karena situasi konflik di Suriah masih dalam tahap awal. Namun,
pada 2012 para pengungsi yang masuk ke Turki mengalami peningkatan
menjadi sekitar 180.000 orang karena meningkatnya tindak kekerasan di
Suriah. Pada tahun 2013 Turki menerima pengungsi yang masuk sekitar
600.000 orang, jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian pada 2014 jumlah pengungsi terus bertambah hingga mencapai
1.600.000 orang, peningkatan jumlah pengungsi yang sangat signifikan.
Turki menampung sekitar 2.500.000 orang pada tahun 2015 dan sebagian
besar asal para pengungsi tersebut berasal dari negara Suriah.

Selama adanya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang
masuk ke Turki meningkat cukup pesat hingga mencapai jutaan orang
setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 2.900.000 orang yang
masuk ke Turki. Tahun 2017 para pengungsi yang masuk berjumlah
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sekitar 3.400.000 orang yang mana kenaikan jumlah pengungsi tersebut
tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya. Selain itu, Turki juga
menerima para pengungsi yang melarikan diri karena konflik sipil di Irak
dan Afghanistan sehingga adanya peningkatan pengungsi yang masukpada
2018 menjadi berjumlah sekitar 3.600.000. Hingga pada tahun 2019, Turki
menampung sekitar 3.691.333 orang pengungsi, yang mana jumlah tersebut
tak hanya disebabkan oleh pengungsi yang meninggalkan negaranya
karena konflik saja melainkan juga karena adanya sebuah krisis di wilayah
sekitar (UNHCR 2019). Pada tahun 2019, UNHCR mengatakan bahwa
Turki menjadi tempat untuk para pengungsi untuk tinggal yang membawa
Turki menjadi negara yang memiliki populasi pengungsi terbesar di dunia.
Sekitar 98% pengungsi di Turki tinggal di wilayah perkotaan dan di pusat
akomodasi sementara seperti kemp yang dibuat pemerintah (Pusparisa
2020).

Para pengungsi yang memiliki izin tinggal dapat hidup menyebar di
berbagai wilayah Turki. Pemberian status kewarganegaraan didapatkan para
pengungsi bisa terjadi dengan adanya naturalisasi, yang bisa didapatkan
dengan cara menetap di Turki selama lima tahun, melalui pernikahan
dengan orang Turki, dan prosedur pengecualian pada keadaan tertentu.
Menurut laporan dari Menteri Dalam Negeri Turki Muammer Guler,
pemerintah Turki telah memberikan kewarganegaraan Turki kepada para
pengungsi Suriah sampai tahun 2019 berjumlah 53.099 orang. Menurut
data dari UNHCR (2019) yang telah diperbaharui pada 1 Desember 2019,
total pengungsi Suriah yang tersebar di berbagai negara untuk mencari
suaka perlindungan telah mencapai angka 5.661.341 juta jiwa. Turki
menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dengan jumlah
3.691.333 juta jiwa per 27 November 2019. Jumlah pengungsi pada tahun
2020 bertambah akibat terhambatnya pemberlakuan kebijakan repatriasi
akibat pandemi COVID-19 sebanyak 3.759.817 pengungsi yang masuk
ke Turki. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi mengalami pengurangan
menjadi 3.568.259 karena kebijakan repatriasi sudah terapkan meskipun
kondisi masih belum begitu stabil. Kemudian pada tahun 2022, terdapat
3.500.000 pengungsi. Di tahun 2023, pengungsi berjumlah 3.400.000
dan di tahun 2024 jumlah pengungsi menurun hingga 3.300.000 orang
(UNICEF 2022).

Turki mengalami krisis pengungsi dalam jumlah yang besar dengan
kenaikan pengungsi yang masuk di setiap tahunnya. Namun, setelah
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adanya kebijakan repatriasi, terdapat penurunan secara bertahap pada tiap
tahunnya yang dapat mengurangi atau meredam adanya lonjakan kenaikan
pengungsi di Turki. Meskipun terdapat tantangan dalam repatriasi
pengungsi, Turki berusaha merealisasikan kebijakan tersebut dengan
mengkondisikan keadaan dengan tetap mementingkan keamanan serta
kemanusian (UNHCR 2022) .

Untuk meminimalisir krisis pengungsi serta beban ekonomi, Turki
membentuk zona aman di Suriah untuk membuat kondisi yang aman bagi
pengungsi Suriah yang ingin kembali ke negara asal mereka. Dengan
program “Membantu Pengungsi Kembali ke Rumah”, Turki berusaha untuk
membantu pengungsi Suriah yang ingin kembali ke tanah air mereka dengan
selamat. Zona aman ini dirancang untuk memfasilitasi akses pengungsi
Suriah ke tanah air mereka. Turki ingin mengatasi masalah keamanan di
wilayah Suriah Utara, termasuk membersihkan zona teroris seperti YPG/
PKK. Adanya zona aman diharapkan dapat melindungi perbatasan Turki
dari ancaman teroris (Fawwaz 2020). Turki dan Amerika Serikat setuju
untuk membuat zona aman di Utara Suriah dan membangun koridor
perdamaian yang akan memudahkan warga Suriah yang ingin kembali
ke rumah mereka. Dalam meningkatkan bantuan kemanusiaan, Turki
membuat proyek zona aman untuk melindungi hak-hak jutaan perempuan
dan anak di Suriah. Proyek itu juga diharapkan dapat mengurangi beban
ekonomi pengungsi di Turki, terutama menjelang pemilihan umum. Tujuan
utama pembentukan zona aman di Suriah oleh Turki adalah untuk membuat
pengungsi Suriah merasa aman, menyelesaikan masalah keamanan mereka,
dan membantu mereka kembali ke rumah asalnya (UNHCR 2024).

Respon Turki Terhadap Pengungsi

Sejak awal, Turki memberikan respon yang proaktif dalam penerimaan
pengungsi Suriah. Turki menggunakan kebijakan open door policy atau
kebijakan “pintu terbuka” untuk menerima para pengungsi Suriah yang
datang ke Turki. Pada awal 2011, Turki menerapkan kebijakan tersebut
guna memberikan para pengungsi Suriah sebuah status perlindungan suaka
sementara untuk memastikan pengembalian paksa bagi pengungsi dan
pembatasan waktu tinggal di berusaha ditiadakan oleh pemerintah Turki.
Namun, pada tahun 2014 pemerintahan Turki mengeluarkan UU migrasi
baru tentang pemberlakuan status pengungsi bersyarat yang dikelola oleh
General Directorate of Migration Management (GDMM). Pemerintah
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awalnya menganggap kebijakan tersebut hanyalah sebuah kebijakan
jangka pendek, tetapi seiring berjalannya waktu dan pengungsi yang masuk
semakin bertambah dalam jumlah yang lebih banyak membuat pemerintah
menjadikan kebijakan tersebut menjadi kebijakan jangka panjang (Syukran
and Ubaidullah 2019). Dalam mengelola perizinan tinggal, pemerintah
Turki telah mengatur dan menyediakan berbagai layanan untuk para
pengungsi Suriah di mana para pengungsi yang sudah memiliki dokumen
bahwa mereka resmi izin tinggal di Turki langsung diperbolehkan masuk
ke dalam area wilayah di Turki. Namun, untuk para pengungsi yang masih
belum memiliki dokumen yang lengkap tentang surat pengungsi, mereka
hanya akan di tempatkan di kamp di area penampungan yang ada di
Oncupinar.

Dalam penerimaan pengungsi terbuka tersebut pemerintah Turki
memberikan fasilitas yang lengkap dari segi pendidikan, kesehatan, lapangan
kerja, serta pangan mereka. Dapat dilihat bahwa Turki memfasilitasi para
pengungsi dengan anggaran negara sendiri untuk memberikan kelayakan
hidup bagi para pengungsi (Alifah and Widad 2022). Dengan ini, Turki
menjadi sebuah negara yang sangat memperhatikan perlindungan untuk
kelangsungan hidup para pengungsi.

Untuk menanggapi perubahan kondisi dan menyesuaikan diri dengan
perubahan keamanan, Erdogan dan pemerintah Turki juga mengubah
kebijakan repatriasi untuk mempercepat atau menunda repatriasi sesuai
dengan perkembangan terbaru. Untuk memastikan bahwa kebijakan
repatriasi Turki memenuhi standar internasional dan mendapatkan
dukungan yang diperlukan, Turki terus berkomunikasi dengan komunitas
internasional dan organisasi kemanusiaan. Secara keseluruhan, tanggapan
Erdogan terhadap masalah repatriasi pengungsi menunjukkan upaya
Turki untuk mengelola krisis pengungsi dengan bertanggung jawab,
menghormati hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan komunitas
internasional untuk mencari solusi yang aman dan berkelanjutan bagi
pengungsi (Voluntas 2019).

Perubahan Kebijakan Turki terhadap Pengungsi

Namun, untuk menanggapi perubahan kondisi dan menyesuaikan diri
dengan perubahan keamanan, Erdogan dan pemerintah Turki melakukan
kebijakan repatriasi untuk mempercepat atau menunda repatriasi sesuai
dengan perkembangan terbaru. Untuk memastikan bahwa kebijakan
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repatriasi Turki memenuhi standar internasional dan mendapatkan
dukungan yang diperlukan, Turki terus berkomunikasi dengan komunitas
internasional dan organisasi kemanusiaan. Secara keseluruhan, tanggapan
Erdogan terhadap masalah repatriasi pengungsi menunjukkan upaya
Turki untuk mengelola krisis pengungsi dengan bertanggung jawab,
menghormati hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan komunitas
internasional untuk mencari solusi yang aman dan berkelanjutan bagi
pengungsi (Voluntas 2019).

Perubahan ini terjadi semenjak Turki mendapat pasokan pendatang
lebih banyak, khususnya pengungsi yang berasal dari Suriah yang terus
meningkat. Bertambahnya penduduk pengungsi yang melonjak dari tahun
ketahun membuat Turki mengeluarkan kebijakan baru untuk menstabilkan
jumlah pengungsi yang datang berlebihan (Anissa 2021). Kebijakan
peubahan Turki disebabkan oleh berbagai aspek salah satunya yakni
adanya peningkatan biaya ekonomi untuk memfasilitasi kebutuhan untuk
keamanan pengungsi tersebut. Namun, sebenarnya pemerintah mengetahui
bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada saat konflik di Suriah masih belum
selesai, tetapi pemulangan pengungsi ke tempat asalnya tetap harus
berjalan dari batasan waktu yang diberikan pada tahun 2019 itu. Kebijakan
tersebut diterapkan untuk menstabilkan jumlah penduduk yang datang
sesuai kapasitas negara dan dengan ini penduduk yang tidak mempunyai
surat penduduk dan izin direpatriasi ke tempat asalnya. Pecahnya krisis
pengungsi di Eropa menjadi masalah tersendiri bagi Uni Eropa. Karena
itu, mereka meminta Turki untuk bekerja sama dalam menyelesaikan
masuknya pengungsi ke Eropa (Olejarova and Barbora 2018).

Faktor Domestik

Perubahan kebijakan Turki melalui pemulangan kembali para pengungsi
disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya tekanan domestik.
Masyarakat lokal Turki merasakan beban atas peningkatan jumlah
pengungsi yang masuk karena susahnya mendapatkan pekerjaan,
pendapatan hidup lebih rendah dari pengeluaran kebutuhan hidup dan
infrastruktur yang kurang. Hal ini menjadi tekanan yang mendorong
pemerintah untuk melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah
penduduk. Dari sisi domestik, faktor ekonomi dan sosial berperan penting
dalam perubahan kebijakan Turki. Peningkatan jumlah pengungsi telah
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menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di beberapa
wilayah di Turki. Hal ini mendorong pemerintah Turki untuk mengambil
langkah-langkah untuk mengurangi beban tersebut, termasuk dengan
mengembalikan sebagian pengungsi ke Suriah.

Pengaruh Sosial

Tekanan yang didapat oleh warga lokal Turki akibat adanya para pengungsi
menimbulkan dampak yang kompleks karena adanya masyarakat yang
merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Turki.
Akibat ketidakstabilan ekonomi, adanya pengungsi membuat persaingan
antara penduduk lokal dan pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan. Data
yang ada menunjukkan tingkat pengangguran di Turki pada tahun 2019
memasuki level tertinggi mencapai 13,7% yang mana persentase rata-rata
pengangguran dari tahun sebelumnya pada tahun 2011 mencapai 9,1%,
(Ahmad 2019). Adanya peningkatan tersebut membuat masyarakat lokal
mengalami kesulitan untuk mempertahankan usaha mereka karena tingkat
pengangguran yang tinggi mengakibatkan kecilnya pemasukan pendapatan
untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Data menunjukkan tingkat pengangguran warga lokal lebih rendah
dibandingkan tingkat pengangguran warga pengungsi. Pemerintah Turki
telah berusaha untuk memfasilitasi integrasi ekonomi pengungsi ke dalam
pasar tenaga kerja, terutama dengan mengizinkan pengungsi Suriah untuk
bekerja di sektor-sektor tertentu. Namun, pengungsi ini menghadapi
tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan karena berbagai faktor,
termasuk kendala bahasa, status legal, diskriminasi, dan kesulitan dalam
pengakuan kualifikasi pendidikan mereka, menghalangi mereka dalam
mencari pekerjaan yang layak. Pada saat yang sama, pengangguran
di antara warga lokal Turki juga merupakan masalah yang signifikan,
terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan
akses terbatas terhadap peluang ekonomi (Dora 2020). Oleh karena itu,
pengelolaan pasar tenaga kerja di Turki melibatkan sejumlah tantangan,
termasuk penyeimbangan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan
terhadap pekerja lokal dan integrasi yang adil bagi pengungsi.

Penurunan upah pendapatan dari berbagai sektor juga mempengaruhi
perubahan kebijakan ini. Banyak pengungsi yang menjalankan
pekerjaannya dengan upah yang lebih rendah dari pada upah warga lokal
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Turki. Hal itu membuat berbagai sektor lebih memilih menggunakan jasa
para pengungsi yang ingin bekerja dengan upah lebih rendah daripada
jasa warga lokal Turki. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan
bahwa banyak pengungsi mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor seperti
pertanian, konstruksi, dan layanan kelas bawah, dengan upah minimum
(Tumen 2023). Hal tersebut memunculkan ketegangan antara warga lokal
dan pengungsi karena adanya sentimen anti pengungsi. Kebanyakan warga
lokal merasa adanya persaingan dalam hal sumber daya ketenagakerjaan
yang mana lebih banyak pengungsi yang dipekerjakan dibandingkan
penduduk lokal. Perbedaan budaya juga menjadi salah satu pemicu
sentimen warga lokal terhadap pengungsi yang mana dari segi komunikasi
terdapat perbedaan bahasa antar keduanya, mengakibatkan susahnya
beradaptasi serta komunikasi untuk satu sama lain.

Kemudian, dari segi sosial bidang layanan publik, terdapat
kecemburuan yang dirasakan oleh warga lokal mengenai perhatian yang
diberikan pemerintah untuk para pengungsi. Ini menimbulkan adanya
sentimen anti pengungsi karena warga lokal merasa bahwa para pengungsi
diberikan berbagai fasilitas yang membuat akses fasilitas warga lokal
jadi terhambat seperti di bidang pendidikan di mana kapasitas berbagai
universitas dan sekolah menjadi terbatas karena jumlah siswanya lebih
banyak karena peningkatan jumlah pengungsi. Pada bidang infrastruktur,
banyaknya pengungsi yang masuk mengakibatkan kepadatan penduduk
yang membebani fasilitas kota, jalanan, air bersih, listrik dan pembangunan.
Adanya pengungsi yang meningkat juga membuat banyaknya permintaan
perumahan yang mengakibatkan harga sewa serta properti menjadi
lebih mahal. Hal ini membuat tempat tinggal dengan harga terjangkau
sulit ditemukan. Tak hanya itu, ketidakpastian identitas nasional juga
berpengaruh karena para pengungsi yang tinggal di Turki mendapatkan
akses dan hak warga negara, tetapi banyak dari mereka tidak memiliki izin
tinggal dan identitas yang jelas (Ramansyah 2020).

Besarnya kehadiran pengungsi Suriah di Turki menyebabkan
perubahan demografi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah
perbatasan dengan Suriah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi
dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Tantangan dalam
mengintegrasikan pengungsi Suriah ke dalam masyarakat Turki juga dapat
menjadi faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan repatriasi. Ketika
terdapat ketidakpastian atau ketegangan dalam proses integrasi sosial
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dan budaya, pemerintah mungkin lebih cenderung mencari solusi dengan
mengurangi jumlah pengungsi internal. Reaksi masyarakat terhadap
kehadiran pengungsi Suriah juga mempengaruhi kebijakan repatriasi.
Terkait jaminan sosial repatriasi pengungsi Suriah, pemerintah mengambil
tindakan untuk mengurangi jumlah pengungsi di negara tersebut untuk
mengurangi kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial atau kejahatan
terkait kehadiran pengungsi.

Pengaruh Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Turki menjadi pemicu lain bagi perubahan
kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah. Pada awalnya, kondisi
perekonomian Turki memang tidak terlalu stabil atau berkembang dengan
pesat disebabkan adanya beban ekonomi yang dirasakan setelah masuknya
pengungsi Suriah ke Turki dengan jumlah pengungsi paling banyak di
antara negara lainnya dengan total sekitar 3,6 juta pengungsi (Sicak
& Caliskan 2019). Terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Turki untuk
membantu menangani para pengungsi dengan mengeluarkan anggaran
negara hingga mencapai USD 7,6 miliar sejak April hingga Oktober
2015. Dalam jumpa pers dengan wartawan negara-negara Uni Eropa pada
2 Maret 2016, Fuad Oktay, ketua Disaster and Emergency Mangaement
(AFAD), menyatakan bahwa Turki telah membangun 26 kamp pengungsi
yang memiliki fasilitas medis dan sekolah gratis dan telah menghabiskan
USD 10 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi (Tsarouhas
2023). Anggaran dikeluarkan untuk memenuhi fasilitas jaminan kesehatan,
kebutuhan pokok serta berbagai kebutuhan penampungan para pengungsi
lainnya. Perekonomian menjadi tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir
karena adanya inflasi yang tinggi pada September inflasi yang mencapai
83,5% dan kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan makanan yang
menjadi beban bagi masyarakat sehingga membuat kurangnya daya beli
(CNBC 2022).

Selain itu, konflik mengganggu perdagangan di Turki, Suriah, dan
beberapa negara Arab lainnya. Setelah krisis Suriah, bisnis impor dan
ekspor Turki dan Suriah juga menurun. Ekspor Turki ke Suriah pada
tahun 2010 sebesar USD 1.844.605, tetapi pada tahun 2011 turun menjadi
USD 1.609.861. Perekonomian dan masyarakat Turki terkena dampak
gelombang pengungsi Suriah karena pemerintah mengalokasikan dana
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keuangan publik untuk membantu memfasilitasi kebutuhan para pengungsi.
Sejak tahun 2011, Turki telah memberikan 1% dari total pengungsi Suriah
di bawah perlindungan sementara. Nilai tukar lira jatuh drastis di mana
mulai tahun 2013 mengalami penurunan hingga 40%. Adanya peningkatan
defisit neraca transaksi berjalan pada bulan Agustus yang meningkat
tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya. Ketergantungan pada impor
membuat situasi ekonomi negara Turki menjadi lebih buruk (Ulfah 2022).

Dari segi finansial, pemerintah Turki mengeluarkan banyak uang untuk
membantu pengungsi. Pada tahun 2019, Turki diperkirakan mengeluarkan
sekitar USD 40 miliar. Pemerintah tidak dapat berinvestasi di bidang lain
seperti infrastruktur dan proyek pembangunan karena beban keuangan ini.
Meskipun Uni Eropa memberikan kontribusi sebesar €6 miliar melalui
Fasilitas untuk Pengungsi di Turki, pejabat Turki menganggap kontribusi
ini tidak cukup untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk menampung
semua pengungsi (Kirisci 2021). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang
lambat atau negatif dapat memicu pemerintah untuk melakukan perubahan
dalam mengurangi beban ekonomi suatu negara seperti keadaan ekonomi
Turki yang menanggung beban untuk kebutuhan para pengungsi dan
memfasilitasi dalam hal layanan sosial, bantuan kemanusiaan serta
infrastruktur. Dalam ketimpangan ekonomi Turki, para penduduk lokal
merasa terabaikan karena pemerintah lebih berfokus pada para pengungsi
dibandingkan warga lokal yang harus lebih diprioritaskan. Dari segi
ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang sehingga mengakibatkan
jumlah pengangguran yang tinggi, adanya pengungsi juga mengakibatkan
tekanan pada infrastruktur Turki dalam hal transportasi, pendidikan,
layanan kesehatan dan juga perumahan yang mana infrastruktur Turki
kurang mengalami kemajuan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil serta
berbagai tekanan yang terjadi menimbulkan sebuah perubahan kebijakan
Turki untuk mengurangi jumlah pengungsi yang ada di Turki dengan
mengeluarkan kebijakan repatriasi untuk mengurangi beban ekonomi
Turki.

Pengaruh Politik

Menurunnya pengaruh partai AKP (Adelet ve Kalkunma Partisi [Partai
Keadilan dan Pembangunan]) juga berperan dalam perubahan kebijakan
luar negeri Turki terkait pengungsi. Adanya perubahan sistem pemerintahan
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dapat mempengaruhi sebuah kekuatan partai. AKP yang mucul pada 2001
dan diusung oleh Recep Tayyib Erdogan sejak tahun 2002-2015 selalu
memenangkan pemilihan umum (Chrisella 2022). Sebagai partai penguasa,
AKP mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dibandingkan
partai lainnya. Penerapan kebijakan ”Pintu Terbuka” tidak lepas dari
pengaruh Partai AKP. Partai AKP berusaha mempengaruhi pemerintah
untuk menerima pengungsi Suriah. Hal ini didasari oleh persaudaraan
yang berujung pada jati diri, khususnya sebagai umat Islam. Pengungsi
Suriah dianggap muhajirin sebagai pengungsi yang meninggalkan
negaranya karena merasa terancam dengan tindakan rezim Bashar Al-
Assad. Pemberian status hukum dan naturalisasi kepada pengungsi oleh
pemerintah juga didukung oleh AKP. Naturalisasi adalah proses di mana
pengungsi Suriah yang telah tinggal di Turki selama jangka waktu tertentu
dapat menjadi penduduk Turki. Di balik pemberian kewarganegaraan
kepada pengungsi, secara tidak langsung AKP meraih lebih banyak suara
di pemilu. Keberadaan partai AKP mempengaruhi kebijakan pemerintah
karena Erdogan dan AKP mempunyai kesamaan visi dan misi. Oleh karena
itu, kebijakan Erdogan merupakan saran dari partainya (Suryantama,
2021).

AKP menganggap dirinya sebagai partai politik dengan filosofi yang
berbeda dari partai politik lainnya. Ideologinya mendukung pendekatan
politik yang moderat yang menghargai penerapan prinsip-prinsip umum
mayoritas negara di seluruh dunia sambil mempertimbangkan sejarah
Turki. Dari kemenangan mereka pada pemilu 2002, AKP mulai memainkan
peran penting dalam perpolitikan Turki dengan mendapatkan 367 kursi
dari total 550 kursi di parlemen. Pemilu 2011 menunjukkan kemenangan
AKP dengan memperoleh 49,9%, mengalahkan Cumhuriyat Halk Partisi
(CHP) dengan 25,9% dan Miliyetci Harekat Partisi (MHP) dengan 12,9%.
Sampai pemilu 2019, AKP tetap menang dengan 51,6% suara nasional
bersama aliansinya, tetapi kalah di beberapa kota besar seperti Istanbul,
Ankara, dan Izmir (Terry 2021).

Namun, setelah referendum 2017, terjadi pergeseran perspektif
masyarakat terhadap partai AKP. Sejak sistem berubah menjadi presidensial,
anggota partai tidak bisa lagi mengkritik publik dan kepercayaan publik
pada partai AKP menurun. Ini terbukti dengan banyaknya pergantian
walikota di beberapa kota, termasuk kota-kota besar seperti Ankara dan
Istanbul, dan pada Maret 2019, banyak walikota yang digantikan. Pilkada
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2019 menunjukkan bagaimana sistem presidensial mempengaruhi politik
Turki, dengan AKP mempertimbangkan untuk mendapatkan kendali penuh
atas kota-kota negara. Namun, 40% dari masyarakat metropolitan Turki
memilih partai oposisi sebagai pemimpin daerah. Berdasarkan survei, AKP
mengalami fluktuasi sekitar 28,5%-35% sejak awal 2020. Sementara itu,
MHP tetap pada 6,7%-8,5% (Sya’ and Rofii 2018).

Opini masyarakat Turki mengenai kehadiran pengungsi Suriah
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan terjadinya peningkatan
ketegangan atau ketidakpuasan di  masyarakat mengenai besarnya
kehadiran pengungsi, pemerintah merespons dengan mengambil langkah-
langkah untuk mengurangi jumlah pengungsi di negara tersebut sebagai
respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Turki dan partai
politik yang berkuasa mempertimbangkan dampak politik dari kebijakan
terhadap pengungsi Suriah terutama dalam konteks pemilu atau dukungan
politik. Kebijakan pengungsi menjadi isu penting dalam politik dalam
negeri dan perubahan kebijakan dilihat sebagai upaya untuk memenubhi janji
pemilu atau mempertahankan dukungan politik (Hasly 2024). Hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah di mana
banyak pengungsi Suriah tinggal juga mempengaruhi kebijakan repatriasi.
Kebijakan terkait pengungsi Suriah juga dipengaruhi oleh pertimbangan
keamanan nasional. Terdapat kekhawatiran mengenai potensi ancaman
keamanan terkait dengan kehadiran pengungsi sehingga pemerintah dapat
mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah pengungsi internal
untuk menjaga keamanan nasional.

Faktor Internasional

Faktor ini mengacu pada perubahan sistemik yang dapat menyebabkan
penyelarasan kembali kebijakan luar negeri dengan peran negara yang lain
yang dapat mengaktifkan perubahan kebijakan luar negeri (Blavoukos and
Bourantonis 2014). Faktor internasional yang mempengaruhi perubahan
kebijakan Turki terkait pengembalian pengungsi Suriah antara lain adalah
adanya tekanan dari negara-negara Eropa terkait jumlah pengungsi yang
masuk ke wilayah mereka. Turki juga merasa terbebani dengan jumlah
pengungsi yang tinggi dan ingin mengurangi tekanan tersebut dengan
mengembalikan sebagian pengungsi ke Suriah. Selain itu, adanya perubahan
dinamika politik dan keamanan di Suriah juga mempengaruhi kebijakan
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luar negeri Turki. Adanya perubahan internasional didorong oleh beberapa
hal seperti adanya pengaruh kerja sama Turki dan Uni Eropa (UE) yang
berakhir menjadi perselisihan antar keduanya dan adanya pengaruh inflasi
mata uang USD.

Pengaruh Komitmen Kerjasama Turki dan UE

Kerjasama Uni Eropa dengan Turki dimulai pada 2016 dan berpuncak
pada Deklarasi UE-Turki tentang bentuk baru kerjasama Uni Eropa yang
disepakati pada 18 Maret 2016 untuk mencegah arus migrasi akibat
aktivitas ilegal dan menyempurnakan aturan perlindungan pengungsi.
Jalur kedatangan para pengungsi ke Eropa melewati Laut Mediterania di
barat, di tengah, dan di timur. Uni Eropa memberi Turki kekuatan untuk
memutuskan kebijakannya untuk mencegah pengungsi memasuki Uni
Eropa (Ulfah 2022). Pasca implementasi deklarasi, UE-Turki merespon
positif, antara lain dengan mengurangi jumlah pengungsi dari 390.000
menjadi 5.687 pada 2015-2016. Dampak dari Deklarasi UE-Turki juga
terlihat pada penurunan jumlah pengungsi yang tiba di Uni Eropa, yaitu
sebanyak 1.943 orang pada tahun 2016-2017. Selain mencegah masuknya
pengungsi ke Uni Eropa, Turki juga mengembangkan kebijakan berupa
Undang-Undang Perlindungan Orang Asing (LFIP) dan Ordonansi
Perlindungan Sementara (TPR) yang memberikan berbagai layanan kepada
pengungsi di Turki. Kebijakan perlindungan pengungsi Turki mencakup
layanan nasional seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan
layanan sosial lainnya (Chrisella 2022). Dalam hal ini, Turki juga bekerja
sama dengan PBB, lembaga keuangan internasional (IFI), dan organisasi
pemerintah dan non-pemerintah internasional.

Namun, kerjasama antara Uni Eropa dan Turki tidak berjalan dengan
baik karena terdapat kesalahpahaman yang mengakibatkan kerjasama tidak
berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Ada berbagai tuduhan terhadap
Turki mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi. Turki
diduga memperlakukan pengungsi secara tidak baik, terdapat laporan
mengenai perilaku Turki yang melakukan penahanan arbitrari, deportasi
paksa, serta keterbatasan akses pengungsi terhadap pelayanan kesehatan
dan pendidikan. Selain itu, ada laporan yang menyoroti kondisi kamp-kamp
pengungsi yang dianggap tidak memadai. UE dan berbagai organisasi hak
asasi manusia telah mengkritik Turki terkait dugaan pelanggaran tersebut.
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Turki sering kali membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai
kesalahpahaman atau propaganda negatif yang tidak berdasar.

Gesekan UE-Turki ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,
perbedaan pendekatan antara Turki dan UE terhadap penanganan pengungsi.
Turki cenderung menginginkan dukungan finansial yang lebih besar
dari UE untuk menangani jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya,
sementara UE lebih fokus pada penanganan pengungsi di dalam wilayah
Eropa. Kedua, adanya perbedaan pandangan politik antara Turki dan UE
juga memperumit kerja sama dalam penanganan pengungsi. Misalnya,
sikap Turki terkait isu keamanan dan kebijakan dalam konflik Suriah
tidak selalu sejalan dengan kebijakan UE, sehingga hal ini menimbulkan
ketegangan di antara keduanya. (Sholihin and Alfan 2021).

Ketiga, ketegangan antara Turki dan Uni Eropa (UE) terkait hak asasi
manusia dan perlindungan pengungsi mempengaruhi kerja sama dalam
menangani krisis pengungsi. Perjanjian Migrasi UE-Turki 2016 menjadi
sumber konflik, dengan UE menuduh Turki melanggarnya. Upaya Turki
untuk bergabung dengan UE juga mengalami hambatan karena isu hak
asasi manusia dan otoritarianisme. UE menekan Turki untuk menampung
pengungsi Suriah, sementara Turki merasa pendanaan dan dukungan dari
UE tidak mencukupi.

Ketegangan hubungan bilateral antara Turki dan beberapa negara
anggota UE berdampak pada dinamika kebijakan pengungsi. Perselisihan
diplomatik, sengketa wilayah, dan perbedaan politik antara Turki dan
beberapa negara anggota Uni Eropa telah menimbulkan ketegangan dan
mempengaruhi kerja sama dalam menangani krisis pengungsi. Ketegangan
antara kedua negara semakin meningkat akibat kritik Uni Eropa terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Turki, khususnya
isu-isu seperti penahanan jurnalis dan aktivis. Masalah-masalah ini
memperumit hubungan Turki dengan Uni Eropa dalam konteks kebijakan
pengungsi. Ketegangan antara Turki dan Uni Eropa telah menciptakan
lingkungan politik yang kompleks dan sulit dengan pendekatan yang
berbeda dan konflik kepentingan dalam menangani krisis. Konflik Suriah
menjadi perhatian khusus di mana kedua negara lebih memprioritaskan
kerja sama ekonomi dibandingkan hubungan strategis yang menyebabkan
perselisihan dalam krisis regional yang penanganan antara masalah
strategis dan ekonomi dilakukan secara terpisah (Ulfah 2022).
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Pengaruh Inflasi pada Mata Uang USD

Inflasi mata uang dolar menjadi salah satu pendorong perubahan kebijakan
luar negeri Turki. Adanya tekanan ekonomi akibat penurunan nilai mata
uang mengakibatkan naiknya inflasi yang tinggi. Peningkatan nilai
tukar dolar AS terhadap mata uang Turki menyebabkan harga impor
lebih tinggi dan berkontribusi terhadap inflasi di Turki. Perubahan harga
komoditas global seperti minyak mentah, logam, dan pangan juga dapat
mempengaruhi inflasi di Turki. Jika harga komoditas global naik dalam
dolar AS, maka Turki menghadapi tekanan inflasi sebagai importir bersih
beberapa produk. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Federal Reserve
AS mempengaruhi inflasi Turki (Ramansyah 2020). Misalnya, jika Federal
Reserve menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, hal ini dapat
menyebabkan masuknya modal dari negara-negara berkembang, termasuk
Turki, yang dapat mengevaluasi mata uang lokal dan meningkatkan inflasi.
Situasi ekonomi global juga dapat mempengaruhi inflasi Turki.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara-negara maju, khususnya
Amerika Serikat, meningkatkan permintaan barang dan jasa Turki dan
mempercepat inflasi. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi
global dapat menurunkan permintaan ekspor Turki dan mengekang
inflasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi inflasi di Turki melalui
pengaruh langsung atau tidak langsung dari nilai tukar dolar AS, harga
komoditas, kebijakan moneter AS, pertumbuhan ekonomi global, serta
ketidakpastian politik dan geopolitik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi
Turki seringkali perlu mempertimbangkan dinamika kompleks dari faktor-
faktor ekonomi internasional tersebut.

|DATA INFLASI TURKI TAHUN 2011-2024|

2019 f 2020 2022 | 2023 § 2024

2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 [ 2015 2016 § 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2 Inflasi Turki Tahun 2011-2024
Sumber: Turkish Statistical Institute (2024)
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Grafik 2 menunjukkan bahwa inflasi di Turki mengalami fluktuasi
signifikan dari tahun 2011 hingga 2024. Pada awal 2011, inflasi berada
di sekitar 4,9%, kemudian meningkat menjadi 10,45% di akhir tahun.
Tahun 2012 mencatat penurunan inflasi hingga 6,37%, tetapi kembali naik
menjadi 7,4% pada 2013 dan terus meningkat ke 8,17% pada 2014. Selama
2015-2016, inflasi stabil di 8,53%, namun meningkat menjadi 11,92%
pada 2017. Inflasi melonjak drastis pada 2018, mencapai 20,3%, sebelum
turun ke 11,83% pada 2019.

Pada 2020, inflasi kembali naik ke 14,59%, diikuti oleh lonjakan
tajam pada 2021 sebesar 36,8%. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 dengan
inflasi mencapai 64,27%, meningkat sedikit menjadi 64,77% pada 2023,
dan mencapai puncaknya pada Juli 2024 di 71,6%. Ketidakstabilan ini
mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam perekonomian Turki.

Dalam Indeks Harga Konsumen Turki, makanan dan minuman non-
alkohol memiliki kontribusi terbesar (25%), diikuti oleh transportasi
(17%), serta perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya (14%).
Kategori lain termasuk perabot dan peralatan rumah tangga (9%), hotel,
kafe, dan restoran (7%), pakaian dan sepatu (6%), serta barang dan jasa
lainnya (5%). Indeks ini juga mencakup komunikasi (4%), makanan
beralkohol dan tembakau (4%), serta pendidikan (2%) (Turkish Statistical
Institute, 2024).

Inflasi yang tinggi dapat memicu peningkatan pengangguran.
Kenaikan biaya hidup seiring dengan laju inflasi yang cepat dapat
mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumen dan
bisnis mungkin memangkas pengeluaran, yang berpotensi menurunkan
permintaan terhadap barang dan jasa. Akibatnya, penurunan produksi
dan penjualan perusahaan dapat memicu pemotongan tenaga kerja atau
bahkan penutupan usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat
meningkat. Namun, hubungan antara inflasi dan pengangguran bisa
sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, inflasi yang berkaitan dengan peningkatan pengangguran
menimbulkan potensi masalah sosial yang lebih besar dan menjadi beban
bagi Turki. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi Turki
dalam meninjau kebijakan terkait pengungsi yang berada di wilayahnya.
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Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam
repatriasi pengungsi dipengaruhi oleh dua tingkat analisis: domestik dan
internasional. Pada tingkat domestik, faktor-faktor yang berperan meliputi
dinamika sosial yang berdampak pada keamanan nasional, tantangan
ekonomi, serta tekanan politik dalam negeri. Sementara itu, pada tingkat
internasional, kebijakan ini dipengaruhi oleh hubungan Turki dengan Uni
Eropa (UE) dalam kerangka kerja sama, serta fluktuasi nilai tukar USD
yang berdampak pada perekonomian Turki. Antara tahun 2011 hingga
2019, berbagai tekanan seperti perubahan pemerintahan, meningkatnya
beban ekonomi akibat pengungsi, dan kebutuhan menjaga stabilitas negara
mendorong Turki untuk menerapkan kebijakan repatriasi guna mengurangi
dampak pengungsi terhadap negara. Namun, implementasi kebijakan ini
menghadapi kendala saat pandemi COVID-19 pada 2019. Meskipun
demikian, dengan berbagai penyesuaian protokol, Turki tetap melanjutkan
kebijakan repatriasi sesuai dengan kondisi yang ada.

Hingga saat ini, kebijakan repatriasi masih berlangsung, yang
terlihat dari penurunan signifikan jumlah pengungsi di Turki. Penelitian
ini membatasi analisis pada faktor domestik dan internasional yang
memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam isu repatriasi
pengungsi.
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